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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 20b /438.1.1.3/2023

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN KRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Krian dan dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan Krian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo
tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Krian;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);




10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495); . ,
Undang-Urndarig Nomor 23 Tahun 2014 feritang Pemeérintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Meénteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Pénjabararn Ariggaran Pendapatarn dan Belanja Daerah Tahiin
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

: Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Krian.

Susunan Forum Koordinasi Pimpinan sebagaimana dimaksud
diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Forum Koordinasi Pimpinan sebagaimana dimaksud diktum
kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

h.

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan
dan kesatuan bangsa;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung
pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan
evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan

evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang
ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta
keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan
kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila:

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua
Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan
wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi
vertikal; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum
ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan
Anggota diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian
sebagai berikut:

a.

b.

Pengarah, masing-masing sebesar Rpl.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah);

Anggota, masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah).
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR  :188/ 20L /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 28 sk 2023

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN KRIAN

Pengarah |
Pengarah II
Ketua

Anggota

Sekretariat
1. Sekretaris
2. Anggota

: Bupati Sidoarjo.
: Wakil Bupati Sidoarjo.
: Camat Krian.

: 1. Kepala Kepolisian Sektor Krian; dan

2. Komandan Rayon Militer Krian.

: Sekretaris Kecamatan Krian.

: a) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Krian;

b) Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Krian;

c) Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Krian;

d) Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Krian;

€) Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan
Kriamn;

f) Kepala Desa se-Kecamatan Krian; dan

g) Lurah se-Kecamatan Krian.

BUPATI SIDOARJO,

MUHDLOR




KELIMA

KEENAM

Membebankan honorarium sebagimana dimaksud diktum
keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

. Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari

2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2023

& UHDLOR




